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Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.330/Pdt.P/2024/PA.Krs 

PENETAPAN 

Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Krs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam 

sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang 

diajukan oleh:  

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Desember 2004, agama 

Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, 

tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, 

sebagai Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 08 Juli 2024 dengan 

register perkara Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Krs, mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan 

seorang pilihan yang bernama : 

Nama : Ainul Yaqin Rifqi Dhana bin Samiuddin; 

Umur : 20 tahun, Probolinggo (28 Agustus 2004); 

N.I.K 

Agama 

: 

: 

3513132808040004 

Islam 

Pendidikan : S1; 

Pekerjaan : Wiraswasta; 

No. Handphone : 085815365498; 

Tempat tinggal di : Dusun Dawuhan  RT.012 RW.007 Desa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Alassumurlor Kecamatan Besuk Kabupaten 

Probolinggo; 

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan 

pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dalam waktu 

sedekat mungkin; 

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, 

sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan; 

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut 

kepada ayah kandung Pemohon yang bernama : 

Nama : Edi Supriyanto bin Noto Sariman; 

Umur : 52 tahun, Probolinggo (Probolinggo, 07 Mei 

1972); 

N.I.K 

Agama 

: 

: 

3513130705720004; 

Islam; 

Pendidikan : SD; 

Pekerjaan : Tukang Bangunan; 

No. Handphone : 085746951422; 

Tempat tinggal di : Jl. KH Abdurrahman Wahid  RT.001 RW.003 

Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan 

Kabupaten Probolinggoo; 

Namun keduanya tidak mendapatkan restu (tidak setuju) dari pihak ayah 

kandung Pemohon menolak dan tidak mau untuk menjadi wali pada 

pernikahan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas bahkan ayah kandung 

Pemohon selalu menghilang pada saat Pemohon dan calon mertua Pemohon 

mendatangi ayah Pemohon tanpa ada alasan yang jelas; 

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu 

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat 

pernikahan telah terpenuhi; 

5. Bahwa, pada tanggal 30 April 2024  dan 15 Mei 2024 Pihak dari calon 

suami, telah datang melamar (meminta izin) kepada ayah kandung 

Pemohon, namun respon ayah kandung Pemohon ketika itu memberikan izin 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.330/Pdt.P/2024/PA.Krs 

akan tetapi pada saat mau nentukan akad nikah ayah kandung Pemohon 

berubah karena sedang bekerja, dan tetap tidak mau menjadi wali tanpa ada 

alasan yang jelas; 

6. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk 

menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap dihiraukan dan tidak 

mau untuk menjadi wali Pemohon; 

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera 

melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk 

Kabupaten Probolinggo, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kraksaan menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo 

sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut; 

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; 

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon 

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kraksaan. Majelis Hakim 

yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut : 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Edi Supriyanto bin Noto 

Sariman adalah Adhal; 

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten 

Probolinggo untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan 

perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut; 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Subsider 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir 

sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon 

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa calon suami bernama Ainul Yaqin Rifqi Dhana bin Samiuddin 

telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan 

Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

A.SURAT. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofiatul Hikmatus Sholehah, 

Nomor: 3513135712040002, tanggal 15-01-2022, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, 

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta 

telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainul Yaqin Rifqi Dhana, 

Nomor: 3513130705720004, tanggal 20-09-2021, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, 

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta 

telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;  

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kadaryono Nomor: 

3513131712210002, tanggal 17-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti 

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah 

bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;  

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofiatul Hikmatus Sholehah, 

Nomor: 32663/CLT/2012, tanggal 15-11-2010, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, 

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta 

telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;  

5. Fotokopi Ijazah atas nama Sofiatul Hikmatus Sholehah, Nomor: 

DN-05/D-SMP/06, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala 

sekolah SMP Negeri 4 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut 

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai 

cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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6. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B.197/KUA.13.08.12/Pw.01/07/2024 

Tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan 

Besuk Kabupaten Probolinggo Bukti surat tersebut telah diberi meterai 

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;  

B.SAKSI. 

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon; 

 Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena 

Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Ainul 

Yaqin Rifqi Dhana bin Samiuddin, namun wali Pemohon tidak 

bersedia menjadi wali nikahnya; 

 Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah 

karena karena ibu Pemohon sudah menikah lagi sehingga menolak 

untuk menjadi wali; 

 Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya 

sebanyak dua kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon; 

 Bahwa status Pemohon adalah Perawan, dan status calon suami 

Pemohon adalah Jejaka; 

 Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan 

menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan 

pertunangan dengan pihak  manapun; 

 Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja  sebagai pencetak 

batu-bata dan makelar motor; 

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi adalah Calon Mertua Pemohon; 

 Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena 

Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Ainul 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.330/Pdt.P/2024/PA.Krs 

Yaqin Rifqi Dhana bin Samiuddin, namun wali Pemohon tidak 

bersedia menjadi wali nikahnya; 

 Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah 

karena karena ibu Pemohon sudah menikah lagi sehingga menolak 

untuk menjadi wali; 

 Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya 

sebanyak dua kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon; 

 Bahwa status Pemohon adalah Perawan, dan status calon suami 

Pemohon adalah Jejaka; 

 Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan 

menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan 

pertunangan dengan pihak  manapun; 

 Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja  sebagai pencetak 

batu-bata dan makelar motor; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi 

dan mohon penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki 

bernama Ainul Yaqin Rifqi Dhana bin Samiuddin, namun wali nikah Pemohon 

enggan menjadi wali nikah karena karena ibu Pemohon sudah menikah lagi 

sehingga menolak untuk menjadi wali; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan 

aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil 

dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan 

pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan 

rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, namun Pejabat tersebut menolak 

untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali 

nikah; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang 

saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka 

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan 

relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan 

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai 

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah 

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat 

dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Ainul Yaqin 

Rifqi Dhana bin Samiuddin, tetapi wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung 

Pemohon bernama Edi Supriyanto bin Noto Sariman enggan menjadi wali 

nikah; 

 Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena 

ibu Pemohon sudah menikah lagi sehingga menolak untuk menjadi wali; 

 Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia 

memberikan perwaliannya, namun tetap menolak; 

 Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan calon suami berstatus Jejaka; 
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 Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga 

atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata 

bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah 

menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau 

menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena karena ibu Pemohon 

sudah menikah lagi sehingga menolak untuk menjadi wali, maka alasan 

tersebut tidak berdasarkan hukum; 

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia 

menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, 

kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;  

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa 

calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali 

Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara 

hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal; 

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal 

(enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah 

kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi: 

 

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah 

wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni); 

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah 

seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya 

sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi: 

 

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya 

(H.R. Muslim); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud 

dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo 
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Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan 

Pemohon patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal wali nikah dinyatakan adhol, maka Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dapat 

bertindak sebagai wali Pemohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (PEMOHON) adalah adlal; 

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten 

Probolinggo, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon 

(PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (Ainul Yaqin Rifqi Dhana 

bin Samiuddin); 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 

tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 

1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. 

H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan didampingi oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon. 
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Ketua Majelis, 

 

 

 

Dra. Siti Rohmah, M.Hum. 

Hakim Anggota I 

 

 

 

Hakim Anggota II 

 

 

 

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. Bustani, S.Ag., M.M., M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

Dini Rininda, S.H. 

Perincian biaya : 

Pendaftaran  Rp 30.000,00  

Proses  Rp 100.000,00  

Panggilan  Rp 440.000,00  

PNBP Rp 20.000,00  

Sumpah Saksi Rp 100.000,00  

Redaksi  Rp 10.000,00  

Meterai  Rp 10.000,00  

Jumlah  Rp 710.000,00  
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